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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR BADAN  

PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  

(BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN. 

 

Oleh: 

WAHIDI ROBI IHKSAN 

Penelitian ini penulis laksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pelalawan yang berlangsung pada bulan 

Maret s/d Juni 2021. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada saat pandemi 

Covid-19. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Pelalawan yang memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi pembiayaan Pemerintahan serta pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan. 

Untuk medapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini diselesaikan 

dengan metode pengumpulan data, Penulis melakukan wawancara, observasi, dan 

analisis data. Data primer Penulis peroleh dari pegawai Kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, sedangkan data 

sekundernya diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-

undangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan permaslahan penelitian. 

Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sudah cukup bagus 

karena dalam kegiatannya melibatkan berbagai bagian sehingga terjalin suatu 

kerjasama yang saling mengoreksi satu sama lainnya sehingga dapat megurangi 

adanya kesalahan yang tidak di inginkan yang mungkin terjadi. 

 

Kata Kunci: “Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Covid-19” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar BelakangA.   

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang di diterima 

negara yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dana pajak 

hampir di alokasikan ke setiap sektor, salah satu sektor yang dialokasikan 

menggunakan dana pajak adalah dana insentif yang diberikan kepada setiap 

daerah. Dana tersebut yang akan digunakan oleh setiap daerah untuk 

membangun daerahnya masing-masing. Menurut (Mardiasmo, 2011:1), Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, Dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Lahirnya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur 

tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas 

lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah 

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan sumber 

keuangan rill bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk 

mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang hasilnya dikelola 100% (seratus persen) oleh pemerintah 

daerah itu sendiri. 

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah 

sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perkotaan 
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dan Pedesaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

yang merupakan awalnya pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk 

tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. 

Hasil dari pengelolaan pajak tersebut masuk ke kas daerah setempat, sehingga 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang menyumbang terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Adapun salah satu Retribusi Pajak Daerah yaitu Pajak Bumi dan 

Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan 

bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial 

ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau 

memperoleh manfaat daripadanya. Pungutan atas Pajak Bumi Dan Bangunan 

diatur dalam (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi 

Dan Bangunan) tentang perubahan atas (Undang Undang Nomor 12 Tahun 

1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan). Kemudian semenjak berlakunya 

(Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi 

Daerah), maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah 

kabupaten/kota.  

Virus corona yang melanda Indonesia bahkan dunia menyebabkan 

pendapatan Indonesia dibidang Perpajakan menurun. Pada tahun 2019 
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realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tercatat sebesar Rp1.190,22 

triliun, dan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2020 yaitu senilai 

Rp1.034.,14 triliun. Oleh karena itu penulis memfokuskan pengamatan kepada 

“Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama pandemi covid-19 

di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan”. 

Tabel I.1 

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 – 2020 

 

Tahun Penerimaan Perpajakan 

2019 1.190,22 triliun 

2020 1.034.,14 triliun 

Sumber : Kementerian keuangan (Kemenkeu 2020) 

 

 Rumusan Masalah  B.

1. Bagaimanakah Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama 

pandemi Covid-19 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan? 

2. Adakah kemudahan proses pelaporan oleh Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan selama pandemi Covid-19 di kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Pelalawan? 

3. Adakah kemudahan proses pembayaran oleh wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan selama pandemi Covid-19 di Kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan? 
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 Tujuan Penelitian C.

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

kabupaten pelalawan. 

2. Untuk mengetahui apakah ada proses kemudahan pelaporan yang 

diberikan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

3. Untuk mengetahui apakah ada proses kemudahan Pembayaran yang 

diberikan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

 

 Manfaat Penelitiaan D.

1. Bagi Peneliti  

Merupakan salah satu kesempatan untuk berlatih menerapkan ilmu 

yang diperoleh ketika berada di bangku kuliah yang berkaitan dengan 

Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga penulis mendapat tambahan ilmu 

pengetahuan di dunia kerja yang sesungguhnya, dan pengalaman tersebut 

dapat berguna bagi penulis di masa yang akan datang. 

2. Bagi Akademika 

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah bahan bacaan sesuai 

dengan disiplin keilmuan yang ada berkenaan dengan pajak bumi dan 

bangunan. 
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3. Bagi Instansi Terkait  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sederahana 

dalam mengambil kebijakan yang tepat sehubungan dengan upaya 

peninggkatan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan. 

 

  Metode Penelitian E.

1. Lokasi Penelitian 

Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Harun, Hasyim, 

Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau 28654. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung pada bulan Maret sampai dengan 

Juni 2021. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer  

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yang 

diperoleh secara langsung yang menjadi data primer didalam penelitian 

ini adalah pencapaian pajak daerah di sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

b.  Data Sekunder 

Penulis memperoleh data secara sekunder dari buku, literatur, jurnal, 

peraturan perundang – undangan dan sumber lainnya yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti. 

b. Interview (Wawancara), yaitu dengan mengemukakan pertanyaan 

secara lisan kepada narasumber mengenai permasalahan yang diteliti. 

c. Analisis Data, yaitu metode dalam memproses data menjadi sebuah 

informasi. 

 

 Sistematika Penulisan F.

Sistematika Penulisan ini penulis susun kedalam empat bab yang di 

masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini memberikan informasi yang menjelaskan tentang sejarah 

singkat instansi, visi dan misi, serta struktur organisasi instansi 

tersebut. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

  Bab ini Menjelaskan tentang pengertian Pajak menurut pajak 

secara umum, pengertian pajak menurut para ahli, sistem 

pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, pajak daerah, 
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pengertian pajak bumi dan bangunan, objek pajak bumi dan 

bangunan, objek pajak yang tidak dikenakan terhadap pajak 

bumi dan banguan, subjek pajak bumi dan bangunan, dasar 

hukum pajak bumi dan bangunan, pengertian evektifitas, 

pengertian pajak menurut islam. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Bab ini adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

hasil penelitin serta saran yang diperlukan.   
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN 

 

A. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

(technostructure) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas 

melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah 

yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

fungsi inti (operating core) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah. 

Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 mengamanatkan bahwasanya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 

Keuangan Daerah memiliki kewajiban meliputi: 

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel: 

2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan 

program Pemerintah Pusat dan 

3. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan 

sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. 
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Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pelalawan. 

Dalam perjalanannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

mengalami beberapa kali perubahan yaitu: 

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. 

2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten 

Pelalawan. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Pelalawan. 

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 

2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan merupakan Badan Daerah dengan type A melaksanakan fungsi 
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penunjang Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan 

Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

 

B. Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

1. Visi 

Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera 

2. Misi 

a. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, 

Bertaqwa dan Berbudaya Melayu. 

b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan. 

c. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung 

Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi. 

d. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur. 

e. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa. 

f. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan 

Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang 

Berkelanjutan. 

g. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, maka tujuan dan sasaran 

Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan 

pencapaian misi. 
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C. Struktur Organisasi 

Gambar II. 1 

Struktur Organisasi 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan (2021) 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Tugas 

Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, 

merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan 

teknis bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. 

KEPALA BADAN 

DEVITSON 
SAHARUDDIN, SH, MH 

Bidang Anggaran dan 
Informasi 

BAMBANG 
ERVANTO,SP 

Subbid penyusunan 
Anggaran dan Dana 

Transfer 

MARTIN KLOSADI,SE 

Subbid Pelaksanaan 
Anggaran 

RIKZAWANI,S.Ag 

Subbid Informasi 
Keuangan Daerah 

SYARIFAH ZAHRIA,SE 

Bidang Perbendaharaan 

Drs.ELLINARDI 

Subbid Penerimaan dan 
Pengeluaran  

DONA 
AGUSTINA,SP,MMA 

Subbid Verifikasi dan 
Pelaporan 

CYNTIA UTAMI,S.ST 

Subbid Belanja PPKD 

T.FIRA MAULAIYA,SH 

Bidang Akutansi dan 
Keuangan 

MOHAMAD 
HANDY,S.Sos 

Subbid Penatausahaan 
Keuangan 

SITI KHOLIJAH,SE 

Subbid Akutansi dan 
Pembukuan 

SAMSUN,SE 

Subbid Bina Keuangan 

RIANA LYZA,SKM 

Bidang Pendataan dan 
Pelayanan Pajak Daerah 

SOFYAN,SH,MH 

Subbid Pendataan dan 
Pengawasan  

KHAIRUL SABAR 
H,S.Pi 

Subbid Verifikasi dan 
Penetapan 

YULI HESTI,SE 

Subbid Pelayanan dan 
Pelaporan PAD 

NURHAYATI 
ZARAH,S.Sos 

Bidang Penagihan, 
Keberatan dan Banding 

SULASTRI,S.Ag 

Subbid Penangihan PBB 
dan BPHTB 

SYAHRUDDIN,S.Ag 

Subbid Penagihan Pajak 
Daerah Lainnya 

SUKARDI,SH 

Subbid Penyelesaian 
Piautag Keberatan dan 

Bidang 

SYAFRUDDIN,SE 

Bidang Aset 

SRI 
WAHYUNI.S.KM,M.Ke

s 

Subbid Perencanaan, 
Kebutuhan dan 

Pemanfaatan Aset 

PARTILA,SH 

Subbid Inventarisasi, 
Penatausahaan dan 

Pelaporan Aset 

AZLAN,SH 

Subbid Penilaian, 
Pengamanan dan 
Penghapusan Aset 

MULYONO,S.KOM 

Jabatan Fungsional 
Tertentu 

SEKRETARIS 

HANAFIE, S.Sos, M.SI 

Subbag Program 

FITRI SURYANI,SP 

Subbag Umum 
dan Kepegawaian 

ARYANDI,SE 

subbag Keuangan 

MUSLAILI,S.sos 
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2. Fungsi 

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di 

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset. 

d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD) tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi 

(RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang 

memuat program kerja operasional sebagai arah dari pencapaian tujuan dan 

sasaran yang memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Penjabaran Program kerja operasional dalam bentuk kegiatan yang 

disusun secara tahunan dimuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Renja tersebut juga 

menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja 

operasion. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab 

sebelumnya maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang 

berkaitan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor Badan Pengeloaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan serta saran-saran 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pelalawan terhadap 

Pendanpatan Asli Daerah (PAD) pada saat masa pandemi Covid-19 dan 

pada saat sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2019-2020. Rata-

rata kontrubusi Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan pada tahun 

2019 pada saat sebelum pandemi Covid-19 yaitu Rp13.500.000.000 

sedangkan realisasi pada tahun tersebut yaitu Rp15.752.468.430. 

Sedangkan target yang di tetapkan pada tahun 2020 pada saat pandemi 

Covid-19 yaitu Rp16.050.000.000 dan realisasi penerimaan pada tahun 

2020 juga melebihi target yang ditetapkan dengan nilai Rp17.950.125.791. 

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pembayaran pajak daerah dari 

sektor Pajak Bumi dan Bangunan pada saat sebelum pandemi Covid-19 

dan pada saat pandemi Covid-19 terjadi melebihi target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga penerimaan 

pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan bisa di katakan efektif 

di Kabupaten Pelalawan. 
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2. Didalam sistem pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

belum menerapkan sistem pelaporan secara online. Sistem pelaporan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) masih menggunakan sistem offline yang mana wajib 

pajak harus melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pemungut Pajak Bumi dan 

Bangunan di daerah Kabupaten Pelalawan. Selama pandemi Covid-19 

belum adanya kemudahan proses pelaporan yang diberikan oleh 

pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.  

3. Dapat disimpulkan bahwa adanya kemudahan yang diberikan pemerintah 

Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan terhadap Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan selama pandemi Covid-19. Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Pelalawan bisa dibayarkan secara online melalaui 

Bank-Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan 

seperti Bank Mandiri atau Bank Riau Kepri. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keunagan 

dan Aset Daerah (BPKAD) dapat meningkatkan sistem kerjanya sehingga 

penerimaan pembayaran dari wajib pajak Bumi dan Bangunan dapat 
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diserap dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Pelalawan (APBDP) Kabupaten Pelalawan. 

2. Adanya kreatifitas yang di berikan pemerintah Kabupaten Pelalawan 

melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

terhadap wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kedepannya. 

Pemerintah juga dapat bekerjasama tidak hanya dengan Bank yang berada 

di wilayah Kabupaten Pelalawan yang telah ditunjuk namun pemerintah 

juga dapat bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang 

jaringan retail Waralaba seperi Indomaret, Alfamart, BAZmart, dan lain 

sebagainya. 

3. Adanya sistem atau aplikasi yang segera diluncurkan oleh pemerintah 

Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) yang dapat memudahkan wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan dalam melaporan pajaknya yang mana wajib pajak tidak harus 

mendatangi kantor Badan pengelolan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) lagi. 

4. Adanya sistem apresiasi yang diberikan pemerintah Kabupaten Pelalawan 

melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar pajak tepat waktu 

selama satu tahun. Apresiasi tersebut dapat diberikan melalui pemebrian 

hadiah atau dorprize. 
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